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TESTAIIG

pEilETApAr[ BELITLJA TrDAr( TERr]UGA {BTr} UNTUK I(EPERLUAN MEIIDESAT(
PTLAYAI{AIT DASAR DILUAR ITTITDALI DAIT TIDAK DAFAT DIPRTDIKSI SEBELUIilIIYA

DALAM RANGKA PEITAISGAIIAIIT BALITA GIZI BURUK
DI KABUPATEIT IIALMAIIERA BARAT TAIII'U 2A2g

Menimbang : a.

BUPATI HALMAIIERA BARAT,

bahwa trerrlasarkan data dari Dinas Kesehatan, Pengendalian
Pr:riduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten l{almahera Barat
Tahun '20'22 terhadal: jumlah ana.k yang mengalami status gizi
buruk di Kabupaten F{almahera Barat adalah sebanyak 444 anak
dimana pada 50 anak masuk daiam kategori status gizi huruk
berat yang memerlukan penanganan khusus untuk memperbaiki
status gizinva, sehingga clalam rangka meningkatkan status gizi
dan menur"unkan angka kematian anak akibat gizi buruk di
Kabupaten Hahnahera Barat perlu penanganan khusus rlari
Pemerintah Daerah untuk memperbaiki status gizinya;
bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah huruf D angka 4 huruf d angka 1) dan 3]
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020
tentang Fedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
mengamanatkan bahwa tata cara penggunaan Beianl'a Tidak
Terduga (B'i'T) keperluan mendesak meiiputi kebutuhan daerah
dalam rangka pelavanan dasar masyarakat yang anggarann-ya
beiurrl tersedia dalam tahun anggaran trerjalan dan Pengeluaran
Daerah yang trerada cliluar kendali Pemerintah Daerah rlan titiak
dapat diprediksi sebelumnya serta amanat peraturan perundang-
undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiairuana dimaksud daianl
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan l{eputusan Rupat"i
tentang Penetapan Beianja Tidak Terduga {BT1) untuk Keperluan
&{endesak Pelayanan Dasar Diluar Kendali dan Ticiak Dapat
Diprediksi Sebelumnya dalarn Rangka Penanganan Balita Gizi
Buruk di Kabupaten Fialmahera Barat Tahun '2023.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 1q58 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat. Tahun i957 tentang
Per:.bentukan Daerah-daerah Su,atantra Tingkat I1 Dalam
Wilayah Daerah Sw'atantra Tingkat i Maluku menjadi Unclang-
undang;
tlndang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pen-velenggalaan
Negara _yang Bersih Dan Betras Darj Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme;
lJndang*unclang Nnmor 46 Tahun 1999 tentang tentang
Pernbentukan Provinsi Maluku Utara, I{abupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Setragaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahrin 2000;
Lindang-unriang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukau
Kabupaten Flalmahera lJtara, Kabupaten Ilaimahera Selatan,
Kabupaten Kepuiauan Suia, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Pt'ovinsi Maluku Utara;
Undang-unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
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{}. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang PerbendaharaalL
Negara;

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Penge iolaan IJ an Tanggungj ar.vab Keu angan Ne gara;

L Undang-undang Nnmor 40 Tahun '20A4-tentang Sistem Jaminan
Sosiai Nasional;

q. Unclang-undang Nomor 36 Tahun 2AAg tentang Kesehatan;
l0.Lrndang-undang Nomor 23 Tahun 2A74 terrtang Pemerintahan

Daerah;
ll.Peraturan Pemerintah I{omor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;
l2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan

Pangan dan Gizi;
l3.Peraturan Pemertntah Nomor L2 Tahun 'ZOL9 tentang

Pengeiolaan Keuangan Daerah;
l4"Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan

Nasionai Percepatan Perbaikan Gizi;
l5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}:run 2A'20 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan l)aerah;
l6.Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 23 Tahun 2014 t-entang

Upaya Perbaikan Gizi;
l7.l']eraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun '2A74 tentang

Pedoman Gizi Sefunbang;
lS.Peraturan Menteri Kesehatan Nomr:r 66 'lahun 2A14 t.entang

Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan
Turnbuh Kernhrang Anak;

l9.Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masvarakat;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2Arc tentang
Pedoman Penyelenggaraan Prograrn Indonesia Sehat- deragan
Pendekatan Keluarga;

2l.Feraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2AY) tentang
Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi Buruk;

22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;

Z3,Peraturan lJaerah Kal:upaten Halmaheria Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 ?ahun
'2Q'22 tentang Anggaran Pendapatan dan Reianja Daerah
Kabupaten Halmahera IJarat Tahr-rn Anggaran 2A23;

25.Peraturan Bupatj Halmahera Barat Nomor 1.tr Tahun 20')')
tentang Pedoman Pengeloiaan Belanja Tidak Tertluga di
Kabupaten Hairnahera Rarat;

26.Peraturan F3upati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2A22
tentang Percepatan Penurunan Stunting;

27.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 'lahun 202?
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja l)aeratr
Kabupaten Flalmahera Barat Tahun Anggaran 2A'X;

Memperhatikan : Proposal Kepala Dinas Kesehata.n, Pengendalian Penduduk rlan
Keluarga Berencana Kab. Halmahera Barat Nom*r:
800/055.a1'2023 tanggal 24 Januari 2023, perihal : Permohonan
Bantuan Dana Penanganan Kasus Gizi Buruk.

MEIITUTUSI{AN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Belanja Tidak Terduga (BfT) untuk Keperluan
Mendesak Pelayanan Dasar Diiuar Kendali dan Tidak Dapat
Diprediksi Setrelumnya dalam Rangka Penanganan Balita Gizi
Buruk di Kabupaten Halmahera lJarat Tahun 2023.
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Teknis Pelaksanaan kegiatan sebagaimana rlimaksud Diktum
Kesatu, diatur oleh Kepala Dinas Kesehat-an, pengendalian
Penduduk & KB Kab. Halmahera Barat dengan berped,oman
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepaia SKPD ]'ang melaksanakan Belanja Ticlak Terduga {BTT }
untuk Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud nikt.um
Kesatu, sesuai rlengan tugas pokok dan fungsinya mengajukan
Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga {BTT} kepada ppKD
selaku BUD.
segala biaya -yang akan timbul sebagai akibat critetapkan*yn
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran penrlapatan clarr
Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2423.
Keputusan inl trerlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ; Jailolo
padatanggal : 1 Fe 2423

BUPATI HALMAH RARAT,

JAMES UAITG

Tembltsan: Disanrpaikan kepada YLh ;

1. Menteri Dalam Negeri rli.Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan per-r,vakilan Maluku utara di rernate,
f . inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di "Iailolo,5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

Ass.Bid. Adm. Umum
Kadis Kesehatan, PP & KB

I{etrag Hukum & Orgs


